KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 2.A TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI “SIHANUM”
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 serta dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah,
dan efisien kepada masyarakat, perlu menetapkan inovasi
pelayanan publik terintegrasi “SIHANUM’ pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik
Terintegrasi “SIHANUM” pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TERINTEGRASI “SIHANUM” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

Menetapkan Inovasi Pelayanan berupa Layanan Publik Terintegrasi
“SIHANUM” dengan sistem layanan yang dapat diakses melalui
website untuk memberikan informasi, permintaan data serta
pelayanan lainnya secara online.

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan
sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi
informasi, serta mendukung percepatan implementasi pelayanan
publik yang responsif sesuai standar pelayanan publik pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH ’

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

m'\dm Hubungan Masyarakat
7

ttd.

HENDRI HARLIAWAN



